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Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H. 

IAIN Kediri 

 

 

 

Pendahuluan 

Hukum Keluarga Islam diperkenalkan menjadi bagian dari kurikulum 

Fakultas Syariah. Terlembagakan sebagai sebuah Program Studi 

(Prodi) dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).  

dalam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) khususnya Fakultas Hukum, 

Hukum Keluarga Islam masuk dalam kategori Hukum Perdata. Namun 

demikian, hanya sebagian kecil saja yang dipelajari secara spesifik. 

Secara umum, fokus kajian dalam Hukum Keluarga Islam mencakup 

perkawinan, waris, dan wakaf. 

Hukum Keluarga Islam mulai dikenal secara resmi saat Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan. 

Prinsip-prinsip Islam secara jelas maupun tersirat diadopsi dalam 

substansi pengaturannya. Hal ini menjadi titik awal yang sangat 

signifikan dalam perkembangan hukum keluarga Islam selanjutnya. 

Kemudian lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Tahun 1991. 

Lahirnya KHI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 

Bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman Hakim dalam 

menyelesaikan perkara di lingkungan peradilan Agama (Imron 

Rosyadi, 2022). 

Hukum Keluarga Islam merupakan kompetensi absolut peradilan 

agama perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama 

antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia ada pada 

bidang:  
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g. PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan  PP No. 10 tahun 1983 

h. PMA no. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975 diganti dengan 

PMA No. 2 tahun 1990 tentang Tata Cara Pencatatan 

Perkawinan dan Perceraian. 

i. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

bagi PNS 

j. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. 

k. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Pada dasarnya, kodifikasi hukum Islam di atas memiliki tujuan 

untuk membuat unifikasi hukum sehingga kepastian hukum bisa 

tercapai, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan 

kontemporer, untuk memenuhi tuntutan wanita terkait status hukum 

mereka (Mardani, 2017). 

 

Ruang Lingkup 
Menurut Musthafa Ahmad Zarqa ruang lingkup Hukum Keluarga 

meliputi: 

1. Perkawinan; peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, 

larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, poligami, 

pencegahan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, 

pemeliharaan anak, perwalian, batalnya perkawinan, harta 

kekayaan dalam perkawinan, putusnya hubungan perkawinan, 

akibat putusnya hubungan perkawinan, rujuk dan masa 

berkabung. 

2. Perwalian dan wasiat. 

3. Kewarisan; ahli waris, besarnya bagian ahli waris, aul dan radd, 

wasiat dan hibah (Muhammad Amin Suma, 2004). 

 

 

 

******* 
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Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H. 
Universitas Tidar 

 

 

 

Prinsip Hukum Islam 

Pengertian Hukum Islam secara etimologis adalah terkait dengan 

semua hal tentang aturan atau ketetapan yang telah diatur dalam 

hubungannya dengan Agama Islam (Wibowo, 2021). Prinsip Hukum 

Islam terdiri dari prinsip yang bersifat umum dan prinsip yang 

bersifat khusus. Prinsip yang bersifat umum mencakup semua prinsip 

dalam Hukum Islam yang bersifat universal atau menyeluruh. 

Sementara itu, prinsip yang bersifat khusus terdapat pada setiap 

cabang dalam konteks hukum Islam. Juhaya S. Praja dalam bukunya 

menyampaikan tujuh prinsip umum yang terdapat dalam hukum 

Islam.  

Prinsip pertama adalah prinsip tauhid, yang menjadi dasar dan 

tercantum dalam ajaran Islam. Prinsip tauhid menunjukkan bahwa 

semua manusia berada di bawah ketetapan yang sama, yaitu 

mengenai keimanan tunggal yang diungkapkan dalam kalimat laa 

ilaaha illAllah yang berarti "tidak ada Tuhan selain Allah". Prinsip 

kedua adalah keadilan, yang meliputi berbagai aspek seperti keadilan 

dalam hubungan antara individu, individu dengan masyarakat secara 

umum, dan individu dengan penegak hukum seperti hakim, jaksa, 

polisi, dan advokat, sesuai dengan perkembangan masyarakat 

modern. Prinsip ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang 

bertujuan mengarahkan dan membimbing setiap individu untuk 

mencapai tujuan mulia yaitu kebaikan dan mendapatkan ridha Allah. 
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Pendahuluan 
Hak dan kewajiban suami istri di Indonesia diatur oleh Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suami dan istri 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dan proporsional. Hak dan 

kewajiban ini diatur oleh Pasal 30 hingga 34 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berlaku 

sejak perkawinan. 

Pemerintah Indonesia melarang kekerasan dalam rumah tangga 

dan mendorong kesetaraan gender dalam perkawinan. Untuk 

membangun hubungan perkawinan yang harmonis dan 

berkelanjutan, hak dan kewajiban suami istri harus dipahami dan 

dijalankan dengan sejalan dengan prinsip kesetaraan, saling 

pengertian, dan saling menghormati 

 

Pengertian dan Prinsip Dasar Perkawinan  

1. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Indonesia 

Hukum Islam menganggap pernikahan sebagai akad yang kuat atau 

mitsaqan ghalidza untuk mengikuti perintah Allah dan 

melaksanakannya sebagai ibadah (KHI). Kata "nikah" berasal dari 

kata Arab, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 

"perkawinan." Nikah adalah perjanjian dalam syariat Islam yang 

memungkinkan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki 
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Selain itu, undang-undang di Indonesia mendukung kesetaraan 

gender dalam hubungan pernikahan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) adalah undang-undang 

utama di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan hak 

dan perlindungan bagi suami istri. 

Upaya melindungi hak dan kewajiban suami istri, pemerintah terus 

melakukan sosialisasi, pendidikan, dan pengawasan terhadap 

penerapan hukum tersebut. Organisasi masyarakat, seperti lembaga 

bantuan hukum dan lembaga perlindungan perempuan, juga berperan 

penting dalam memberikan pendampingan dan advokasi kepada 

suami istri yang membutuhkan perlindungan hukum. 

Di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri dijamin dan dilindungi 

dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender melalui 

undang-undang, prinsip kesetaraan, larangan kekerasan dalam rumah 

tangga, dan upaya pemerintah dan organisasi masyarakat. 

 

 

 

 

******* 
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Pengertian Poligami 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah 

keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Di Indonesia ada beberapa macam perkawinan,  salah satunya 

adalah perkawinan poligami. Istilah poligami secara etimologi berasal 

dari bahasa Yunani yaitu “polus” dan “gamos”. “Polus” bermakna 

banyak sedangkan “gamos” bermakna perkawinan. Apabila disatukan 

maka poligami memiliki makna sebuah perkawinan yang banyak atau 

lebih dari seseorang. Definisi poligami secara terminologi dapat 

diartikan sebagai sistem perkawinan antara seorang laki-laki yang 

melakukan perkawinan lebih dari satu perempuan atau perkawinan 

seorang perempuan dengan laki-laki yang lebih dari satu yang 

biasanya disebut dengan poliandri. Perkawinan poligami merupakan 

lawan dari perkawinan monogami (Supardi Mursalin, 2007). 

Pada hakikatnya pengaturan masalah perkawinan poligami 

sudah dirancang sebelum Islam lahir, dan pada saat itu perkawinan 

poligami dianut oleh negara-negara yang masuk dalam kategori 

negara berkembang dan berkebudayaan maju seperti Cina, India, 

Persia, Mesir Kuno, Arab, Yahudi. Selain itu perkawinan poligami juga 

dianut oleh masyarakat yang berperadaban tinggi yang meliputi 

Eropa Timur dan Barat seperti Jerman, Austria, Cekoslovakia, Swiss, 

Inggris, Belgia, China, India dan lain sebagainya (Musfir Aj -Jahrani, 

1996). 
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1. Timur Tengah dan Afrika 

Praktik poligami telah ada dalam budaya Timur Tengah dan Afrika 

sejak zaman purba. Contohnya, dalam sejarah Islam, praktik 

poligami menjadi umum di kalangan pemimpin politik dan 

keluarga kerajaan. Poligami juga dapat ditemukan di antara suku-

suku Afrika seperti Maasai dan Zulu, di mana memiliki beberapa 

istri dianggap sebagai simbol status sosial dan kekayaan. 

 

2. Asia 

Poligami juga ditemukan dalam sejarah beberapa budaya Asia. Di 

beberapa wilayah India, poligami diizinkan dalam beberapa 

kelompok agama, meskipun sekarang ini telah dilarang oleh hukum 

negara. Di Tibet, poligami juga diizinkan dalam beberapa kasus 

tertentu, terutama dalam keluarga-keluarga aristokrat atau 

pemimpin spiritual tertentu. 

 

3. Amerika 

Beberapa suku asli Amerika juga memiliki tradisi poligami. 

Misalnya, suku Navajo dan Hopi di Amerika Serikat mengakui 

praktik poligami sebagai bagian dari warisan budaya mereka. 

 

4. Eropa 

Praktik poligami di Eropa terkait dengan beberapa kelompok 

agama yang sekte-sekte tersebut mempraktikkan poligami sebagai 

bagian dari keyakinan keagamaan mereka. Misalnya, pada abad ke-

19, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Amerika Serikat 

mengakui poligami sebagai bagian dari keyakinan mereka sebelum 

akhirnya mengubah pandangan mereka pada awal abad ke-20. 

 

Sementara poligami memiliki sejarah yang panjang dan beragam 

di berbagai budaya, perlu dicatat bahwa pada saat ini poligami 

dilarang atau diatur dengan ketat oleh hukum di banyak negara di 

dunia.  

 

 

******* 
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Bangsa Indonesia masyhur sebagai bangsa yang kaya akan bahasa, 

agama, budaya, dan berbagai suku. Kehidupan yang sangat majemuk 

demikian ini menjadikan berbagai keanekaragaman suku, agama juga 

berbaur secara harmonis. Kehidupan masyarakat yang bercampur 

secara beragam tatanan budayanya sangat membuka ruang untuk 

saling terhubung dan menyatu oleh faktor pernikahan atau bahkan 

juga pertukaran budaya atau aspek lainya. Kondisi pernikahan di 

lingkungan yang plural memunculkan potensi terjadinya pernikahan 

yang berbeda secara agama. Oleh karena itu, dalam konteks 

keindonesiaan terdapat beberapa regulasi pernikahan baik dalam 

perspektif hukum Islam maupun hukum positif negara, dan juga 

hukum adat (Basri, 2015).  

Dinamika regulasi di dalam pernikahan di Indonesia melahirkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

mengalami perubahan  dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Dalam konteks Indonesia tidak dibenarkan adanya pernikahan 

yang berbeda agama oleh masing-masing pasangan calon suami istri. 

Dalam hal ini maka apabila ada pasangan calon pengantin yang mau 

menikah, harus diadakan dalam satu agama. Demikian juga berkaitan 

dengan persoalan hak waris anak, karena dampak dari adanya 

pernikahan adalah lahirnya anak-anak yang dari kelahiran tersebut 
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wasiat, selaras dengan syariat Islam karena anak yang berbeda 

agamanya tidak ditetapkan sebagai ahli waris maka ahli waris yang 

sangat dekat dengan pewaris sangat dinilai adil apabila dia tetap 

mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya melalui 

wasiat (Wicaksono, 2019).   Berbeda dalam proses pelaksanaannya 

bentuk perlindungan dan juga alternatif sengketa konflik antara 

duanya. Sebagai jalan tengah, maka pelaksanaannya dapat dijalankan 

dan apabila kewarisan haknya gugur maka perlindungan atas 

ketidakadilan yang dirasakan adalah dapat tertunaikan melalui badan 

alternatif ahli waris yang telah kehilangan hak khususnya dalam 

faktor perbedaan agama dalam hal ini berdasarkan penyebab 

menerima harta warisan (Rudy Rustandi et al., 2020). 

 
 

******* 
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Pendidikan Anak dalam Islam  

Pendidikan anak dalam Islam memegang peran yang sangat penting 

dalam membentuk generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

memiliki landasan agama yang kuat. Dalam perspektif Islam, 

pendidikan bukanlah sekadar penyerapan pengetahuan, tetapi juga 

pembentukan karakter yang baik, pengembangan spiritualitas, dan 

persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Islam memandang 

pendidikan sebagai panggilan dan tugas bagi setiap orang tua dan 

umat muslim secara keseluruhan.  

1. Pemahaman Konseptual tentang Pendidikan dalam Islam 

Pemahaman konseptual tentang pendidikan dalam Islam berarti 

pemahaman mendalam tentang signifikansi, tujuan, dan prinsip-

prinsip yang mendasari pendidikan anak dalam ajaran agama 

Islam. Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan hanya sekadar 

transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter 

dan pengembangan spiritualitas yang menjadi pondasi kuat dalam 

kehidupan individu dan masyarakat muslim (Muslimin & 

Ruswandi, 2022). 
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undang, dan lembaga yang melindungi hak-hak anak dan 

menegakkan perlindungan mereka. Negara harus memberikan 

jaminan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan kebijakan 

perlindungan anak, serta menghukum pelaku kekerasan atau 

eksploitasi anak. 

Selain itu, negara juga harus menyediakan akses yang 

memadai terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan 

rekreasi yang sesuai bagi anak-anak. Mereka juga harus 

mendukung program-program pembangunan keluarga dan 

memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan 

dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka (Santriati, 2020). 

Berkenaan dengan ini, terdapat kaidah fiqhiyyah yang sangat 

terkenal dalam hukum Islam, yaitu: “Kebijakan seorang pemimpin 

terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan” (Djazuli, 2006, 

p. 147).  

 

Dalam Islam, keluarga, masyarakat, dan negara memiliki peran 

yang saling terkait dalam perlindungan anak. Kolaborasi yang baik 

antara ketiga pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan 

yang aman, peduli, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan 

anak-anak secara optimal. Semua pihak harus bekerja sama dalam 

menjaga dan memelihara hak-hak anak, serta memberikan 

perlindungan yang komprehensif sesuai dengan ajaran agama Islam. 

 

 

 

******* 
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Pemberian Nafkah 

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-nafaqah 

 istilah tersebut tidak terlepas dari peraturan agama Islam yang ,(اُلنَّفقََة)

diartikan sebagai zakat, sedekah, perjuangan membela agama, nafkah 

terhadap istri, hunian, fakir, rezeki. Sedangkan secara garis besar, 

secara bahasa nafkah bisa diartikan sebagai suatu hal yang 

dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya dalam bentuk apa pun 

 .(2015 ,هوساوي)

Sedangkan secara terminologi, akan dikaji menurut perspektif 

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia:  

1. Hukum Islam 

Nafkah yang diberi oleh suami kepada istrinya yang wajib untuk 

dipenuhi. Kewajiban harus terpenuhi dengan cara yang makruf 

(halal) dengan memberi makanan, minuman, tempat tinggal dan 

pakaian serta kebutuhan lainnya yang dianggap perlu selama tidak 

menentang syariat (2015 ,هوساوي). 

 

2. Hukum Positif 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 

menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, 
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2. Pendapat Mazhab Hanbali 

Berpendapat bahwa jika dalam akad nikah terdapat perjanjian agar 

istri tetap bekerja, maka suami tetap harus memenuhi perjanjian 

tersebut serta memberikan nafkah (Subaidi, 2014). 

Bisa disimpulkan bahwa rida daripada suami kepada istrinya 

untuk bekerja menjadi poin utama daripada nafkah istri yang 

berkarir, bila suami mengizinkan maka nafkah tetap berjalan bila 

tidak maka sebaiknya ada kesepakatan-kesepakatan antara suami 

dan istri. Pendapat Mazhab Hanbali juga bisa menjadi 

pertimbangan bahwa sebelum pernikahan diakadkan, maka 

sebaiknya ada perjanjian-perjanjian yang telah disepakati 

mengenai pekerjaan istri yang tetap berjalan setelah pernikahan. 

 

Nafkah dalam Perceraian di Indonesia 
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pasal 41 disebutkan pada bagian c bahwa pengadilan dapat 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri (JDIH BPK RI, 1974). Bila dikomparasikan dengan pendapat 

Hukum Islam yang telah disampaikan sebelumnya maka sejatinya 

mantan istri yang telah diceraikan masih berhak mendapatkan biaya 

penghidupan dari bekas suaminya. 

 

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga 

 

97 Muktashim Billah 

Daftar Pustaka  

Al-Qur’an, L. P. M. (n.d.). Qur’an Kemenag. 

https://quran.kemenag.go.id/ 

Anggraeni, R. R. D., & Primadianti, D. (2021). … Berdasarkan Kompilasi 

Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 …. Mizan: Journal of Islamic …. https://www.jurnalfai-

uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/999 

Billah, M., Alwi, Z., & Sakka, A. R. (2022). Hadith of the Prophet PBUH 

as a Remedy for Hedonism. HIKMATUNA: Journal for …. https://e-

journal.uingusdur.ac.id/index.php/hikmatuna/article/view/6238 

Faishol, I. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG 

MENCARI NAFKAH DALAM KEADAAN DARURAT. Jurnal 

Keislaman, 5(2), Article 2. https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3428 

Faizah, I. (2020). Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan. 

The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(1), Article 1. 

https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142 

JDIH BPK RI, J. B. R. (1974). UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

[JDIH BPK RI]. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-

tahun-1974 

JDIH BPK RI, J. B. R. (2006). UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama [JDIH BPK RI]. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-

tahun-2006 

Mahkamah Agung RI, M. A. R. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-

Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta 

Pengertian dalam Pembahasannya. Perpustakaan dan Layanan 

Informasi Mahkamah Agung RI. 



Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga 

 

98 Muktashim Billah 

MKRI dan Kemenag, S. (1991). Kompilasi Hukum Islam. 

http://etheses.uin-

malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf 

Subaidi, S. (2014). KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM 

PERKAWINAN ISLAM. Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam, 1(2), 

Article 2. https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325 

والقانون الشريعة في الزوجة نفقة). 2008. (ع. ب. م, محمد . Journal of Islamic Science 

College, 16. https://www.iasj.net/iasj/article/45599 

 العربية اللغة کلية حولية. والمطلقة الزوجة بنفقة المتعلقة الأحکام). 2015. (س, هوساوي

الأزهر جامعة – بالزقازيق , 35(1), 613–696. 

https://doi.org/10.21608/bfla.2015.9423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga 

 

99 Muktashim Billah 

PROFIL PENULIS  

Muktashim Billah, Lc., M.H. 

Penulis adalah peneliti sekaligus dosen yang 

berfokus pada studi Hukum Islam yang salah 

satunya adalah mengenai Hukum Keluarga. 

Penulis menamatkan program S1 di 

Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dan 

melanjutkan program S2 di Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan saat ini 

melanjutkan program S3 di UIN Alauddin 

Makassar dengan Program Studi Konsentrasi Hukum Islam. 

 

Aktivitas penulis adalah sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah 

Makassar pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), 

dan juga sebagai pengajar di Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar sejak 

tahun 2018 dengan spesialisasi Bahasa Arab dan Ushul Fikih. Selain 

itu penulis juga merupakan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tim 

Pengajar Diktat Bahasa Arab Pesantren Muhammadiyah Sulawesi 

Selatan serta sebagai dosen di Pendidikan Ulama Tarjih 

Muhammadiyah Unismuh Makassar. Penulis juga banyak menerbitkan 

berbagai pemikiran-pemikiran mengenai Hukum Islam yang bisa 

ditelusuri melalui Google Scholar dan bisa berinteraksi dengan penulis 

melalui Instagram @umb.dakwah atau channel YouTube Muktashim 

Billah. 

 

Email Penulis: muktashim.billah@unismuh.ac.id  

 



 

 

100 Mahfudz Junaedi 

BAB 8  

HAK PEWARIS & PEWARISAN 

NON-MUSLIM DALAM 

KELUARGA ISLAM  
 

 

Dr. Mahfudz Junaedi, M.H. 

Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo 
 

 

 

Asas Dasar Kewarisan Islam 
1. Pengertian  al-Irŝ, al-Farā’id dan Tirkah 

Al-Qur’an menggunakan tiga terminologi untuk menjelaskan 

sistem kewarisan Islam. Pertama: al-Irŝ yang memiliki makna dasar 

perpindahan harta milik atau harta pusaka (Muhammad Ismail 

Ibrahim, 1986) meskipun kata Irŝ juga dapat dipergunakan dalam 

makna yang lebih luas sesuai konteksnya (QS. al-Fatir [35]: 32; dan 

QS. al-Mu’minun [23]: 11).  Kedua, al-Farā’id mengandung beberapa 

makna dasar. Al-Qur’an menyebut istilah ini sebanyak 14 kali 

dengan konteks yang beragam, salah satunya, kata farā’id 

seringkali diartikan sebagai bagian atau saham-saham yang telah 

dipastikan kadarnya. Dalam hal pewarisan, istilah ini juga 

mengandung arti sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat diubah 

atau sudah pasti karena datangnya dari Allah, seperti saham 

(bagian) angka pecahan ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8 dan 2/3 sebagaimana 

yang terdapat dalam al-Qur’an (QS. al-Nisa’ [4]: 11, 12 dan 176). 

Ketiga, at-Tirkah yang tercatat dalam Al-Qur’an sebanyak 28 kali 

dengan makna dasar yang berbeda dan salah satu makna yang 

relevan dengan konteks ini adalah harta peninggalan yang 

dipersiapkan oleh muwaris kepada ahli warisnya. (QS. al-Nisa’ [4]: 

7, 9, 11, 12, 33 dan 176).  
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Pendahuluan 
Hukum Waris telah menjadi bagian integral dari sistem hukum di 

Indonesia, tidak terlepas dari beragam jenis hukum waris yang 

berlaku. Terdapat Hukum Waris Perdata, Adat, dan Islam yang 

semuanya merupakan komponen penting dalam sistem hukum 

Indonesia, tergantung pada hukum waris yang diikuti oleh masyarakat 

Indonesia (pendapat para ulama).   

Sejak kemunculan Hukum Waris Islam, ada dua perbaikan 

signifikan berkaitan dengan persoalan waris yang muncul pada saat 

itu. Pertama, Islam menyertakan wanita sebagai ahli waris yang 

berhak mendapatkan bagian waris. Kedua, Islam membagi harta 

warisan kepada setiap ahli waris yang ada secara demokratis (Abd. 

Shomad & Prawitra Thalib, 2013). Tradisi yang kuat mengatur bahwa 

anak laki-laki yang berhak mewaris dari orang tua kandungnya, 

bahkan di wilayah-wilayah tertentu hanya anak laki-laki tertua lah 

yang berhak untuk mewaris (Maulana Muhammad Ali, 1977). 

 

Prinsip Hukum Waris Islam 

Berbicara mengenai prinsip yang dianut dalam Hukum Waris Islam, 

tidak terlepas dari prinsip yang terkandung dalam agama Islam itu 

sendiri. Menurut Sjechul Hadi Permono, pada hakikatnya ajaran Islam 

memiliki beberapa prinsip pokok yang saling berhubungan dan 
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perbedaan agama sehingga lebih mampu mewujudkan keadilan dalam 

perkara waris beda agama. Jadi intinya tetap harus melihat konteks 

syarat yang harus terpenuhi terlebih dulu baru bisa menentukan 

pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perkara waris beda 

agama. Selain itu dengan banyaknya kasus yang terjadi terkait ahli 

waris dan pewaris beda agama, menunjukkan bahwa peraturan 

terkait hal tersebut masih mengalami kekaburan norma yang mana 

masih belum diatur secara tegas. Beberapa putusan hakim ada yang 

menyarankan penggunaan wasiat wajibah tapi disisi lain juga masih 

menganut hadits tertentu seperti kutipan pertimbangan hakim di atas.   

 

 

****** 
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Pengadilan, Peradilan, dan Kekuasaan Kehakiman  

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) sebagai dasar hukum dalam 

sistem peradilan di Indonesia, tidak secara khusus mendefinisikan 

istilah peradilan dan pengadilan. UU Kekuasaan Kehakiman mengatur 

tentang peradilan dan pengadilan secara umum. Pasal 2 ayat (1) dan 

(2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan 

dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," 

dan peradilan negara menerapkan serta menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila. 

Istilah pengadilan disebut dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU 

Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang 

serta pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.  

Dari beberapa pasal tersebut, Yahya Harahap mengambil 

kesimpulan bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan 

menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah 

tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai 

suatu peradilan (Harahap, 2009). 
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hakim; dan (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi 

yang diperoleh. 

Jenis pengawasan terhadap peradilan agama di Indonesia ada 

2 (dua), yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 

Pengawasan internal meliputi pengawasan melekat dan 

pengawasan rutin. Pengawasan melekat merupakan serangkaian 

kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus-menerus, 

dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan secara preventif 

dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara 

efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan rutin 

merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI), 

pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara 

rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan 

kewenangan masing-masing. (Rizal, 2021) 

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang 

dilakukan oleh lembaga yang berada di luar lingkungan peradilan 

itu sendiri. Wewenang pengawasan eksternal ini diberikan oleh 

konstitusi (UUD NRI 1945) kepada Komisi Yudisial (KY), bertujuan 

untuk mewujudkan checks and balances dalam penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lebih lanjut tentang KY diatur 

pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi 

Yudisial (UU  Komisi Yudisial). 

Pengawasan dan kewenangan yang dimiliki oleh KY tidak 

diperbolehkan mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa 

dan memutus perkara, sebagaimana diatur pada pasal 41 ayat (2) 

UU Kekuasaan Kehakiman jo pasal 32 ayat (5) UU Mahkamah 

Agung jo pasal 20A ayat (1) huruf d UU Komisi Yudisial jo pasal 12E 

ayat (3) UU PA tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa 

sejauh dan sedalam apapun pengawasan eksternal yang dilakukan 

oleh KY, independensi hakim untuk memeriksa dan memutus 

perkara tidak boleh dikurangi. 

 

 

******* 
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Pendahuluan  

Menikah dan memiliki keluarga adalah keinginan alami manusia 

sebagai makhluk sosial. Dalam Islam, menikah dianjurkan saat dewasa 

(baligh) untuk menjaga nafsu dan mendapatkan manfaat lainnya. 

Keinginan memiliki anak menjadi kelengkapan dalam rumah tangga. 

Suami, istri, dan anak-anak merupakan komponen keluarga, yaitu 

organisasi sosial terkecil yang bersatu dalam kesatuan. 

Firman Allah, Qur’an Surat An-Nur ayat 32 menyebutkan, “dan 

kawinkanlah orang orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak berkahwin dan hamba hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu” ayat ini menerangkan betapa 

pentingnya suatu ikatan perkawinan dalam masyarakat. Pernikahan 

diharapkan menjadikan manusia dapat menambah keturunan yang 

menyambung hidupnya secara turun temurun, tentunya keturunan 

yang dapat berbakti kepada diri sendiri, orang tua, keluarga, 

masyarakat, nusa dan bangsa (Jauhari, 2011, p. 36). 

Pernikahan menyatukan dua pandangan manusia dan lingkungan 

keluarga yang berbeda. Dalam pernikahan, pandangan keluarga isteri 

dan suami yang berbeda disatukan. Jika disatukan dengan rasa 
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luar pengadilan berdasarkan UU Arbitrase dan APS atau ketika kita 

memilih jalur pengadilan tentu hakim pengadilan agama akan 

mewajibkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih. Kemudian 

tergantung para pihak yang bersengketa apa mediasi gagal atau 

mencapai kata sepakat. Selain itu sengketa keluarga khususnya 

pernikahan bisa dibawa ke BP4 yang bertindak sebagai mediator.  

 

 

******* 
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Pengertian 
Prosedur peradilan keluarga menjadi relevan dalam aktivitas dan 

pemahaman masyarakat saat ini melalui penerapan Hukum Acara 

Peradilan Agama di Pengadilan Agama. Sebelum memahaminya 

dengan baik, kita perlu mengetahui konsep dasar mengenai Hukum 

Acara dan Peradilan Agama (C, 2003). 
1. Hukum Acara 

Istilah "hukum acara" sering juga disebut dengan "hukum proses" 

atau "hukum formal". "Proses" mengacu pada serangkaian 

tindakan, mulai dari mengajukan permohonan atau gugatan hingga 

putusan akhir dan pelaksanaannya. 

Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan bagaimana 

hukum diterapkan dalam suatu kasus dan bagaimana hubungan 

hukum antara dua belah pihak yang terlibat sebenarnya dan 

seharusnya. Hal ini bertujuan agar semua keputusan pengadilan 

dapat diterapkan dengan paksa dan akibatnya dapat terwujud 

dengan pasti. 

Selanjutnya, dalam konteks hukum acara, istilah "hukum 

formal" menekankan pada masalah bentuk atau cara, yang berarti 

bahwa hukum ini menekankan pada kebenaran bentuk atau cara 

yang sesuai. Oleh karena itu, menghadiri persidangan di pengadilan 

tidak cukup hanya mengetahui hukum, tetapi juga harus 
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memahami bentuk atau cara yang spesifik yang diatur. Keterikatan 

pada bentuk atau cara ini berlaku bagi para hakim dan dengan 

demikian, tindakan sewenang-wenang dapat dihindari sejak dini. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum 

acara atau hukum formal sebenarnya hanya bertujuan untuk 

melayani, mewujudkan, atau mempertahankan hukum materiil. 

Mengutamakan kebenaran formal di sini tidak berarti bahwa 

hukum acara perdata saat ini mengabaikan kebenaran materiil, 

karena menurut ahli hukum dan Mahkamah Agung, saat ini sudah 

tidak lagi berpendapat demikian. Hukum Acara Perdata saat ini 

juga harus mencari kebenaran materiil seperti prinsip dalam 

Hukum Acara Pidana. 

 

2. Peradilan Agama 

 Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk peradilan yang sah 

di Indonesia, yang memiliki karakteristik khusus dan berwenang 

mengadili perkara-perkara perdata Islam tertentu bagi umat Islam 

di Indonesia. Perlu diketahui bahwa peradilan agama adalah 

perpaduan antara peradilan perdata dan peradilan Islam di 

Indonesia, sehingga harus mematuhi peraturan hukum negara dan 

syariat Islam secara bersamaan (Mubarok, 2004). 

Sebagai akibatnya, prosedur peradilan agama diajukan dengan 

rumusan sebagai berikut: Segala aturan yang berasal dari 

peraturan hukum negara dan syariat Islam yang mengatur 

bagaimana tindakan dihadapan Pengadilan Agama dilakukan 

untuk menyelesaikan kasus-kasus, bertujuan untuk mewujudkan 

hukum materiil Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama. 

Untuk menghindari kebingungan antara Peradilan Agama dengan 

Peradilan Islam, perlu ada kejelasan dalam pengertian tersebut. 

Peradilan Agama merupakan bentuk peradilan Islam yang 

telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Sementara itu, 

istilah "Peradilan Islam" tanpa kaitannya dengan Indonesia 

merujuk pada peradilan yang mengadili berbagai jenis perkara 

perdata menurut prinsip-prinsip Islam secara universal. Oleh 

karena itu, prinsip kesamaan berlaku dalam peradilan ini karena 
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